
 
BUPATI BLORA 

 

PERATURAN BUPATI BLORA 

NOMOR   41 TAHUN 2015 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 8A 

TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN 

DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN 

SERTA MONITORING DAN EVALUASI  HIBAH DI KABUPATEN BLORA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI BLORA, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan hibah daerah di 

Kabupaten Blora secara berdayaguna dan 

berhasilguna, maka Peraturan Bupati Blora Nomor 

8A Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, 

Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung-

jawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan 

Evaluasi Hibah di Kabupaten Blora sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 

42 Tahun 2012 perlu diubah dan disesuaikan;    

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Bupati Blora Nomor 8A Tahun 2012 

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, 

serta Monitoring dan Evaluasi Hibah di Kabupaten 

Blora; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 



  

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5430); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 



  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 

tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4738); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir  dengan 

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 

54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah; 

15. Peraturan  Presiden  Nomor  87  Tahun  2014  

tentang  Ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang  

Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 

Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah; 

 



  

18. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang 

Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten 

Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Blora Nomor 3); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 

2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 

2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Blora Nomor 2); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 8A TAHUN 

2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, 

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA 

MONITORING DAN EVALUASI  HIBAH DI KABUPATEN 

BLORA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 8A Tahun 2012 

tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah 

di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2012 Nomor 

8A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 42 

Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Bupati Blora 

Nomor 8A Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan 

Evaluasi Hibah di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Nomor 

42 Tahun 2012)  diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 1  diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 1 

 

1. Daerah adalah Kabupaten Blora. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah adalah Bupati 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom.  

3. Bupati adalah Bupati Blora. 



  

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten 

Blora. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blora. 

7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Blora. 

8. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang 

selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora. 

9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya 

disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah Kabupaten Blora. 

10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam 

rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai 

dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan 

daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah 

daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 

PPKD adalah Kepala DPPKAD selaku Kepala SKPKD yang 

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 

sebagai Bendahara Umum Daerah. 

13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 

adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku 

pengguna anggaran/barang. 

14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 

TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan 

dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas 

menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka 

penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana 

daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

15. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat 

RKA-PPKD  adalah rencana kerja dan anggaran DPPKAD selaku 

Bendahara Umum Daerah. 

16. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat 

RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang 

berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD. 



  

17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat 

DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran DPPKAD 

selaku Bendahara Umum Daerah. 

18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat 

DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan 

belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 

oleh pengguna anggaran. 

19. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah 

daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, 

perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, 

yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat 

tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus 

yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan 

pemerintah daerah. 

20. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD 

adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan 

penerima hibah. 

21. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan 

dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan 

aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan 

untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasarkan Pancasila. 

22. Bendahara Pengeluaran adalah pegawai yang ditunjuk untuk 

menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan 

mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah 

dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

23. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya 

disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi 

tata usaha keuangan pada SKPD. 

24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D 

adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana 

yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan 

Surat Perintah Membayar. 

25. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah 

dokumen yang digunakan  atau diterbitkan oleh Pengguna 

Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-

SKPD. 

 
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 7 

Hibah dapat diberikan kepada : 

a. Pemerintah; 



  

b. Pemerintah Daerah lainnya; 

c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; 

d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan 

hukum Indonesia. 

 

 

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 10 

(1) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 huruf c diberikan dalam rangka penyelenggaraan 

urusan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan . 

(2) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 huruf c diberikan dalam rangka penerusan hibah 

yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

4. Pasal 11 dihapus. 

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 12 

 

Hibah kepada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang 

berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

huruf d  diberikan dengan persyaratan paling sedikit : 

a. telah terdaftar dan mendapat pengesahan sebagai badan hukum 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah; 

dan 

c. memiliki sekretariat tetap. 

6. Pasal 13 dihapus. 

7. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 22 

(1) Tahapan pencairan dana hibah yang bersumber dari APBD 

dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. untuk hibah dengan besaran sampai dengan Rp.50.000.000,- 

(lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dalam 1 (satu) tahap; 

dan 

b. untuk hibah dengan besaran lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima 

puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

 



  

 1. hibah yang diberikan untuk kegiatan pemilihan umum 

atau pemilihan kepala daerah dilaksanakan dalam 1 (satu) 

tahap; 

 

 2. hibah yang diberikan untuk selain kegiatan pemilihan 

umum atau pemilihan kepala daerah, dilaksanakan dalam 

2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut : 

  a) tahap I dan tahap II masing-masing sebesar 50% (lima 

puluh persen) dari total dana hibah; 

b) pencairan tahap II dilaksanakan setelah penerima 

hibah mengajukan permohonan pencairan dana hibah 

tahap II   dengan dilampiri : 

1) kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 21 ayat (2); 

2) hasil verifikasi PPK-SKPD terkait atas laporan 

pertanggungjawaban dana hibah tahap I yang 

diterima; 

3) surat pernyataan atau laporan fisik telah mencapai 

50% (lima puluh persen). 

(2) Penyaluran dana hibah dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. untuk dana hibah dengan besaran lebih dari Rp. 2.500.000,- 

(dua juta lima ratus ribu rupiah) dilaksanakan oleh PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Tengah cabang Blora melalui 

transfer dari rekening kas Umum Daerah ke rekening Penerima 

Hibah (account to account); 

b. untuk dana hibah dengan besaran sampai dengan Rp. 

2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dilaksanakan oleh 

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah cabang Blora 

melalui transfer dari rekening Kas Umum Daerah ke : 

1. rekening Penerima Hibah (account to account); atau 

2. rekening bendahara pengeluaran SKPD terkait  yang 

selanjutnya diberikan secara tunai kepada penerima hibah.  

(3) Dalam hal terdapat kesalahan data rekening penerima hibah 

sehingga hibah belum dapat direalisasikan, maka PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Tengah cabang Blora segera 

memberitahukan kepada SKPD terkait dan DPPKAD untuk 

mengadakan pembetulan rekening paling lambat 7 (tujuh) hari. 

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

tidak ada pembetulan, maka PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Tengah cabang Blora mengembalikan dana hibah tersebut sebagai 

kontra pos atas hibah paling lambat tanggal 31 Desember tahun 

anggaran berkenaan. 

 

 



  

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Blora. 

Ditetapkan di Blora 

pada tanggal 2 Oktober 2015  

Pj. BUPATI BLORA, 

Cap ttd. 

IHWAN SUDRAJAT 

Diundangkan di Blora 

pada tanggal   2 Oktober 2015 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA 

KEPALA DINAS KEHUTANAN, 

Cap ttd. 

SUTIKNO SLAMET 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2015 NOMOR 41 

 

Sesuai dengan aslinya 

Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora 
 
 
 
 

A. KAIDAR ALI, SH. MH. 
NIP. 19610103 198608 1 001 

 

 


